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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai SP3 material sebagai dasar pengajuan praperadilan dalam sebuah 

perkara tindak pidana korupsi, di mana hal ini diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Langkah 

ini digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan yang substantif. Terfokus pada asas-asas 

hukum, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data 

sekunder dengan cakupan bahan primer, sekunder dan tersier. Kemudian didukung pula dengan data 

yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber yang dipilih. Penelitian ini menyelesaikan 

permasalahan mengenai mengapa sp3 material dapat diterima untuk diuji dalam sebuah sidang 

praperadilan dan bagaimana sp3 material mampu memenuhi keadilan yang substantif dari sisi korban 

terutama dalam tindak pidana korupsi. Nyatanya, partisipasi masyarakat menjadi keniscayaan dalam 

memberantas korupsi dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan 

permohonan peradilan sp3 material. Dari hasil penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa hakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Perlindungan 

korban kejahatan dalam melakukan upaya hukum eksistensinya dirasa sangat penting, mengingat bahwa 

reaksi korban terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan, sedangkan 

dari dimensi lain ternyata korban sendiri tidak dapaat berbuat sesuatu untuk menguji putusan. 

Kata Kunci : SP3 Material, Praperadilan, Keadilan Substantif 

 

ABSTRACT 

This research discusses sp3 material as the basis for pretrial submission in a corruption case, where it 

is filed by an interested third party. This step is used as an effort to realize substantive justice. Focused 

on legal principles, this research uses normative legal research methods using secondary data with 

coverage of primary, secondary and tertiary materials. Then it is also supported by data obtained from 

the interview results of the selected speakers. This study solves the problem of why sp3 material can be 

accepted to be tested in a pretrial hearing and how sp3 material is able to meet substantive justice in 

terms of victims, especially in corruption crimes. In fact, community participation becomes an 

inevitability in eradicating corruption in its capacity as a third party interested in the application for 

sp3 material justice. From the results of this study, it can be concluded that the judge in examining and 

deciding the case must explore the values of law and a sense of justice. The protection of victims of crime 

in carrying out legal efforts of existence is considered very important, given that the victim's reaction to 

the court ruling is judged not in accordance with the sense of justice, while from another dimension it 

turns out that the victim himself could not do anything to test the verdict. 
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